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BAB V 

           PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penanganan 

bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk Pemerintah Kota 

Padang telah melaksanakan kebijakan penanganan banjir melalui 

beberapa tahapan, mulai dari penyusunan agenda, perumusan, 

penetapan, hingga implementasi kebijakan. Implementasinya meliputi 

sistem peringatan dini, bantuan kebutuhan dasar, bantuan stimulan 

rumah rusak ringan dan sedang, jaminan hidup, santunan keluarga 

korban, penyediaan hunian sementara dan hunian tetap, serta 

pemulihan akses dan sarana prasarana. Kebijakan tersebut 

menunjukkan bahwa pemerintah melakukan penanganan sejak tahap 

kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. 

2. Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Daerah Kota Padang 

dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun dan Batu Busuk 

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan antara lain adanya 

koordinasi antara BPBD, perangkat daerah, pemerintah kecamatan 

dan kelurahan, masyarakat, serta pihak lain yang membantu 

penanggulangan bencana. Adapun faktor penghambat meliputi 

terganggunya akses menuju lokasi terdampak, proses verifikasi dan 

pemutakhiran data, keterbatasan serta status lahan, dan 

pembangunan hunian tetap yang membutuhkan waktu. 

3. Tinjauan Siyāsah Syar‘iyyah terhadap kebijakan Pemerintah Daerah 

Kota Padang dalam penanganan bencana banjir di Lubuk Minturun 

dan Batu Busuk Kebijakan Pemerintah Kota Padang pada dasarnya 

telah sesuai dengan prinsip Siyāsah Syar‘iyyah, yaitu keadilan, 

amanah, musyawarah, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Hal 

tersebut terlihat dari pemberian bantuan sesuai kondisi masyarakat, 
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4. pelaksanaan program penanganan dan pemulihan, keterlibatan 

masyarakat dalam pembahasan tertentu, upaya memenuhi kebutuhan 

dan keselamatan masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah sejak 

kesiapsiagaan sampai pemulihan. Hanya saja masih dalam tahap  

pelaksanaannya/ belum selesai secara tuntas, sehingga pemerintah 

perlu terus meningkatkan ketepatan pendataan, koordinasi, 

partisipasi masyarakat, dan percepatan pemulihan. 

5.2. Saran  

1. Bagi Pemerintah Kota Padang Pemerintah Kota Padang diharapkan 

meningkatkan ketepatan pendataan dan verifikasi masyarakat 

terdampak agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. 

Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dengan BPBD, 

pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat, terutama 

dalam mempercepat pemulihan akses, pembangunan hunian tetap, 

dan sarana prasarana yang rusak akibat bencana. 

2. Bagi masyarakat Lubuk Minturun dan Batu Busuk Masyarakat 

diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap 

potensi banjir. Khususnya masyarakat yang tinggal di tepi sungai atau 

berada di wilayah yang berisiko banjir, agar lebih waspada terhadap 

perubahan kondisi sungai, memperhatikan informasi dan peringatan 

dini dari pemerintah, serta segera melakukan evakuasi ke tempat 

yang lebih aman apabila terdapat tanda-tanda akan terjadi banjir. 

Masyarakat juga diharapkan menjaga lingkungan sekitar sungai dan 

tidak melakukan kegiatan yang dapat menghambat aliran air. 
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